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BEBERAPA POKOK BAHASAN DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

“…..the thematic scope of International Relations as an academic subject
 is undeniably transnational,…..”

Robert M.A. Crawford (2006)

SEBAGAIMANA disebutkan dalam bab sebelumnya, Hubungan Internasional (HI) merupakan sebuah bidang studi (field of study) atau disiplin akademis yang berdiri sendiri, (distinct discipline), yang mengintegrasikan berbagai bidang studi yang memiliki perhatian terhadap fenomena internasional. Sebab itu banyak sarjana HI menyebut studi HI sebagai multidisciplinary field of study.[footnoteRef:1] Suwardi Wiriaatmadja memberi istilah studi HI sebagai bidang ilmu sintesis yang menyatukan, menggabungkan, dan memadukan berbagai disiplin ilmu yang memiliki perhatian terhadap masalah-masalah internasional.[footnoteRef:2] Contoh disiplin ilmu yang menaruh perhatian terhadap masalah internasional diantaranya ilmu politik (politik internasional), ilmu hukum (hukum internasional), ilmu sejarah (sejarah diplomasi), ilmu ekonomi (ekonomi internasional), ilmu komunikasi (komunikasi internasional), dan masih banyak lagi. [1:  Lihat Gunther Hellmann, “International Relations as a Field of Study”, dalam Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser, dan Leonardo Morlino, International Encyclopedia of Political Science (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2011), hlm. 1. ]  [2:  Wiriaatmadja, Suwardi, Pengantar Hubungan Internasional (Bandung: Penerbit  Alumni, 1971).] 

Beragamnya pokok bahasan (subject-matter) yang berkembang dalam studi HI yang ada selama ini menunjukkan bahwa HI merupakan bidang studi multidisiplin yang mengintegrasikan atau menggabungkan berbagai disiplin ilmu yang concern terhadap isu-isu internasional. Dalam bagian ini akan dielaborasi beberapa pokok bahasan studi HI yang menonjol dan diajarkan sebagai mata kuliah inti (core-subjects) pada program studi HI di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. 

A. POLITIK INTERNASIONAL (INTERNATIONAL POLITICS)
Politik internasional (international politics) merupakan pokok bahasan yang paling utama dalam studi HI. Begitu dominannya posisi pokok bahasan politik internasional, sehingga banyak penstudi dan terutama mahasiswa HI di tingkat pemula tidak dapat membedakan secara tegas antara politik internasional dengan hubungan internasional. Studi HI seringkali dipandang sebagai studi tentang hubungan-hubungan politik antar negara, sehingga politik internasional dianggap identik dengan hubungan internasional. Apalagi kesalahpahaman ini diperkuat oleh pernyataan sejumlah ahli yang mengatakan bahwa  politik internasional merupakan sinonim dari hubungan internasional.[footnoteRef:3] Ada pula yang menyatakan bahwa perbedaan politik internasional dan hubungan internasional hanya bersifat semantik dan filosofis.[footnoteRef:4] [3:  Lihat Richard Devetak, Anthony Burke, dan Jim George (eds.), An Introduction to International Relations (New York: Cambridge University Press, 2012), hlm. 3.]  [4:  Lihat J.C. Johari, International Relations and Politics: Theoretical Perspectives (New Delhi: Sterling Publishers Private Ltd., 1985), hlm. 8.  ] 

Pada periode pasca Perang Dunia II, anggapan bahwa politik internasional identik dengan hubungan internasional sangat kuat sekali, terutama setelah terbitnya karya-karya monumental Hans Morgenthau dan Frederick Schuman. Pemikiran kedua pakar ini saat itu sangat mendominasi pembelajaran studi HI hampir di seluruh dunia, padahal pemikiran mereka sebenarnya lebih banyak mengelaborasi hal ihwal politik internasional. Begitu dominannya pemikiran power politics Morgenthau dan Schuman, sehingga di manapun orang belajar HI identik dengan mempelajari politik internasional. Barangkali inilah salah satu faktor yang menyebabkan UNESCO pada 1948 menempatkan studi HI sebagai bagian atau di bawah otoritas dari ilmu politik (as a sub-field of political science).
Setelah berkembang pemikiran behavioralisme di lingkungan studi HI pada akhir 1950-an atau awal 1960-an, para penstudi HI mulai banyak yang memahami bahwa politik internasional tidak “sama dan sebangun” dengan hubungan internasional. Mereka mulai mengakui bahwa pokok bahasan tentang politik internasional hanya merupakan salah satu bagian (atau bagian terpenting) saja dari studi HI. Baik dalam ranah praktik maupun ranah akademik, politik internasional memang berbeda (differently different) dengan hubungan internasional.  
Sebagaimana telah dibahas dalam Bab I, bahwa dalam arti luas studi HI dapat dimaknai sebagai sebuah bidang studi yang mencakup semua jenis hubungan (all types of relations) atau semua jenis interaksi antar negara (termasuk organisasi dan asosiasi non-negara), dan hubungan-hubungan itu dapat berlangsung dalam bidang politik maupun non-politik (sosial, ekonomi, kemanusiaan, dan filantropis). Sementara pokok bahasan politik internasional lebih terbatas, yakni hanya menaruh perhatian pada ‘the game of power’ atau ‘power politics’ di mana negara sebagai entitas yang berdaulat terlibat atau menjadi aktor utamanya.[footnoteRef:5] Singkatnya, kalau studi HI mencakup pemahaman ‘semua jenis hubungan’ dari ‘semua aktor’ (states dan non-state actors), pokok bahasan politik internasional terbatas pada interaksi politik antar negara (khususnya interaksi yang terkait dengan ‘politik kekuasaan’ antar negara).   [5:  J.C. Johari, ibid., hlm. 9. ] 

C.P. Schleicher dengan tegas mengatakan bahwa hubungan internasional dan politik internasional tidak sinonim. Menurutnya, istilah ‘hubungan’ dalam terminologi hubungan internasional memberi kesan perlunya ‘harmoni’ dan ‘kerjasama’ antar negara dalam berbagai bidang, sedangkan  istilah ‘politik’ dalam konsep politik internasional menekankan pada sisi pertentangan (conflicting) dalam hubungan antar negara.[footnoteRef:6] Dengan kata lain, pokok bahasan politik internasional lebih memusatkan perhatian pada segi-segi politik, konflik, perselisihan, perang. Atau segala bentuk perilaku yang bertentangan (oppositional behavior) dalam arena hubungan antar negara, sementara studi HI selain membahas tentang konflik juga menonjolkan aspek kerjasama antar negara dan aktor lainnya. [6:  C.P. Schleicher, International Relations: Cooperation and Conflict (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1963), hlm. 16.] 

Pokok bahasan politik internasional, sebagai salah satu bagian penting dari studi HI, juga banyak memberi penekanan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan, dan unsur-unsur power negara-negara besar. Kajian politik internasional mencakup pembahasan mengenai pola-pola perilaku (patterns of behavior) suatu negara serta pola-pola reaksi atau respon dari negara lain. Politik internasional juga memberikan perhatian terhadap sistem internasional, deterrence, dan perilaku para pembuat keputusan (decision makers) dalam situasi konflik antar negara. Jadi, hakikat politik internasional adalah hubungan-hubungan, aksi-reaksi, tindakan dan respon dalam bidang politik yang dilakukan oleh dua negara atau lebih (pengertian negara di sini juga mencakup organisasi-organisasi internasional yang dibentuk negara seperti PBB, NATO, ASEAN dan sebagainya). Politik internasional sering diasumsikan sebagai suatu arena di mana negara-negara melakukan ‘the game of power’ atau struggle for power dalam rangka untuk bertahan hidup (survival) dan mencapai tujuan nasionalnya masing-masing. 
Menurut Hans Morgenthau, pokok bahasan politik internasional mencakup analisis tentang hubungan-hubungan politik (political relations) dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ‘perang dan damai’ antar negara. Politik internasional, bagi Morgenthau, merupakan pergumulan (struggle) antar negara untuk mencari power dan dengan menggunakan power pula. Sebab itu politik internasional tidak lain adalah arena politik kekuasaan (power politics) antar negara. Dalam politik internasional, setiap negara (baik negara kuat maupun lemah) berusaha mengejar power dengan berbagai instrumen yang dimilikinya atau beragam manuver yang diperlukan.[footnoteRef:7]   [7:  Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (London: McGraw Hill, 1997).] 

Mengenai ruang lingkup (scope) pokok bahasan politik internasional sendiri belum ada kesepakatan pemahaman diantara para ahli. Setiap pakar politik internasional memberikan penekanan yang berbeda-beda mengenai ruang lingkup sub-bidang utama dari studi HI tersebut. Hans Morgenthau mengatakan bahwa ruang lingkup politik internasional menyangkut semua bentuk struggle for power antar negara. Sedangkan John Burton berpendapat bahwa selain soal struggle for power, politik internasional mencakup semua kondisi atau faktor yang mempengaruhi perilaku lebih dari satu negara.[footnoteRef:8]  [8:  John W. Burton, World Society (New York: Cambridge University Press, 1972), hlm. 20-21.] 

Pada periode Perang Dingin, studi tentang politik internasional lebih banyak menaruh perhatian terhadap rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet, blok Barat dan blok Timur, NATO dan Pakta Warsawa, serta liberalisme dan komunisme. Saat itu hampir setiap konflik maupun perang antar yang bersifat lokal selalu dilihat para ahli politik internasional dari perspektif rivalitas atau perebutan pengaruh antara dua kubu tersebut. Topik-topik global yang banyak disorot misalnya soal perlombaan senjata (arms race), proliferasi nuklir (nuclear proliferation), perebutan daerah pengaruh (sphere of influence), peredaan ketegangan (détente), strategi penangkalan (deterrence), dan sebagainya. 
Setelah Perang Dingin dan bipolaritas Timur-Barat berakhir, salah satu topik yang paling menonjol dalam pokok bahasan politik internasional adalah mengenai fenomena terorisme. Selain topik terorisme, studi-studi politik internasional sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 juga memberikan perhatian mengenai intervensi militer di bawah payung humanitarian intervention. Perilaku negara-negara emerging powers[footnoteRef:9] (khususnya China) juga mendapatkan tempat tersendiri dalam pokok bahasan politik internasional kontemporer. Tentu saja para politik internasional masih concern pada tema-tema tradisional seperti masalah senjata nuklir, konflik territorial antar negara, rivalitas antar negara-negara besar, dan sebagainya.    [9:  Istilah emerging powers adalah pengakuan dari meningkatnya power beberapa negara yang baru-baru ini kehadiran dan pengaruhnya terus meningkat dalam politik global. Bahasan lengkap mengenai hal ini diantaranya dapat dibaca dalam Susanne Gratius, “The International Arena and Emerging Powers: Stabilizing or Destabilizing Forces”, dalam http://www.seipaz.org [Diakses 29 Juli 2016]. ] 


B. POLITIK LUAR NEGERI (FOREIGN POLICY)
Salah satu pokok bahasan atau sub-bidang studi HI yang juga cukup penting adalah politik luar negeri (foreign policy). Begitu pentingnya pokok bahasan politik luar negeri, sehingga ada universitas di Amerika Serikat yang menjadikan sub-bidang studi (sub-field of study) ini dikelola dalam jurusan (department) tersendiri yang terpisah dari jurusan HI. Bahkan di University of Otago, Selandia Baru, politik luar negeri dikelola dalam fakultas tersendiri (Foreign Policy School). Di University of Calcutta, India, kajian tentang politik luar negeri juga menjadi institut (fakultas) tersendiri, yaitu Institute of Foreign Policy Studies). Tetapi, hampir di semua universitas di dunia yang membuka jurusan HI, pokok bahasan politik luar negeri selalu ditempatkan di bawah Departement of International Relations dan menjadi salah mata kuliah utama studi HI. 
Ada banyak definisi atau pegertian tentang politik luar negeri. Menurut Thomas Diez (et al), secara tradisional politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai kebijakan dari suatu negara yang diarahkan ke aktor-aktor eksternal dan khususnya negara lain.[footnoteRef:10] Secara singkat Christopher Hill mendefinisikan politik luar negeri sebagai keseluruhan dari hubungan eksternal yang resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya suatu negara, tetapi tidak eksklusif) dalam hubungan internasional.[footnoteRef:11]  Ernest Petrič secara sederhana menambahkan bahwa politik luar negeri adalah aktivitas suatu negara untuk memenuhi tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingannya dalam arena internasional.[footnoteRef:12] [10:  Thomas Diez, Ingvild Bode, dan Aleksandra da Costa, Key Concepts in International Relations (London: SAGE Publication s Ltd., 2011), hlm. 57.]  [11:  Christopher Hill, Foreign Policy in the Twenty-First Century (London: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 4.]  [12:  Ernest Petrič , Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), hlm. 1.  ] 

Menurut Bruce Russett dan Harvey Starr, istilah ‘policy’ secara umum diyakini sebagai pedoman untuk sebuah tindakan atau seperangkat tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi yang telah ditetapkannya, yang melibatkan ‘pilihan’ atau tindakan memilih (atau membuat keputusan) untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kata ‘foreign’ menyiratkan unit-unit yang secara territorial berdaulat yang berada di luar batas-batas legal dari negara tertentu. Artinya, apapun yang ada di luar batas territorial yang legal, atau tidak di bawah otoritas legal negara bersangkutan, adalah foreign. Karena itu, menurut Russet dan Starr, foreign policy (politik luar negeri) dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman untuk menentukan pilihan mengenai orang, tempat, atau hal-hal yang ada di luar batas-batas negara yang bersangkutan.[footnoteRef:13]  [13:  Bruce Russet dan Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice (New York: W.H. Freeman and Company, 1996), hlm. 162-163.] 

George Modelski mendefinisikan politik luar negeri sebagai “sistem aktivitas yang dikembangkan oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas negara itu sendiri terhadap lingkungan internasional.[footnoteRef:14] Sementara Norman Padelford dan George Lincoln menunjukkan bahwa politik luar negeri terdiri dari rencana tindakan (courses of actions) yang digunakan oleh sebuah negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang melampaui batas-batas yurisdiksinya sendiri. Lebih lanjut Padelford dan Lincoln menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah “lebih dari sekedar kumpulan beberapa kebijakan khusus yang ditujukan kepada negara tertentu”. Politik luar negeri suatu negara memperhitungkan beberapa faktor, seperti estimasi tentang kekuatan dan kapabilitasnya sendiri, prinsip-prinsip perilaku yang dianut negara itu, tujuan spesifik dari kepentingan nasional yang ingin dicari dalam hubungan luar negeri, dan sebagainya. Politik luar negeri juga mencakup strategi, komitmen, dan taktik yang diambil untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan negara.[footnoteRef:15]   [14:  George Modelski sebagaimana dikutip Peu Ghosh, International Relations (New Delhi: PHI Learning Private Ltd., 2016), hlm. 123-124.]  [15:  Norman J. Padelford dan George A. Lincoln, International Politics (New York: The Macmillan Company, 1962), hlm. 306.] 

Pokok bahasan politik luar negeri biasanya juga mengkaji tentang model-model analisis atau perspektif-perspektif politik luar negeri. Graham Allison, misalnya, menyebutkan tiga model analisis politik luar negeri, yaitu: (1) model aktor rasional (rational actor model); (2) model perilaku organisasional (organizational behavior model); dan (3) model politik pemerintahan (governmental politics model).[footnoteRef:16] Sedangkan Yanyan M. Yani mengelaborasi lima perspektif atau model analisis politik luar negeri, yaitu: (1) model strategik/rasional (strategic/rational model); (2) model pembuatan keputusan (the decision-making model); (3) model politik birokrasi (the bureaucratic politics model) ; (4) model adaptif (adaptive model); dan (5) model inkremental (incremental decision-making model).[footnoteRef:17]      [16:  Graham T. Allison sebagaimana dikutip Tulasi R. Kafle, “Making a Difference: Allison’s Three Models of Foreign Policy Analysis”, dalam http://www.academia.edu/592889/ [Diakses 31 Juli 2016].  ]  [17:  Yanyan M. Yani, “Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis”, Disampaikan pada acara Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah di Sesko TNI AU Angkatan ke-45 TP 2008, Bandung, 14 Mei 2008.] 

Pokok bahasan tentang politik luar negeri umumnya tidak pernah lepas dari kajian mengenai tujuan politik luar negeri (foreign policy objectives). Tujuan politik luar negeri pada umumnya dipahami sebagai salah satu sasaran yang ingin dikejar oleh suatu negara dalam interaksi mereka dengan negara-negara lain. Hampir tidak ada konsensus mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai tujuan politik luar negeri dan bagaimana cara terbaik untuk untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri. Selain itu tujuan politik luar negeri juga terus berkembang dan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Namun, menurut Padelford dan Lincoln, ada beberapa tujuan yang sifatnya mendasar dan semua negara berusaha mencapainya, yaitu: (1) keamanan nasional; (2) kemajuan ekonomi; (3) meningkatkan kekuatan nasional; dan (4) prestise internasional.[footnoteRef:18] Sedangkan Kalevi Holsti, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai suatu negara melalui politik luar negeri meliputi keamanan, kemandirian, kesejahteraan dalam arti luas, serta status dan prestise.[footnoteRef:19]   [18:  Norman J. Padelford dan George A. Lincoln, loc. cit.]  [19:  Kalevi J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1981), hlm. 126.] 

Tujuan politik luar negeri dapat dibagi ke dalam tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya biasanya berupa sasaran-sasaran yang sifatnya mendesak (misalnya bagaimana respon Indonesia terhadap insiden pelanggaran territorial yang dilakukan China di perairan Natuna). Tujuan jangka menengah biasanya berupa sasaran yang bersifat strategis (misalnya bagaimana sikap Indonesia terhadap meningkatnya persaingan global Amerika-China). Sedangkan tujuan jangka panjang umumnya bersifat general dan ideal dan hampir semua negara cenderung positif dan hampir mirip. Tujuan jangka panjang politik luar negeri AS, misalnya, mempromosikan perdamaian dunia dan lingkungan global yang aman (promoting world peace and a secure global environment).[footnoteRef:20] Sedangkan tujuan jangka panjang politik luar negeri Indonesia adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamain abadi dan keadilan sosial”.[footnoteRef:21] Sementara tujuan jangka panjang politik luar negeri China yang bersifat umum dan ideal adalah memelihara perdamaian dunia dan mempromosikan pembangunan umum (maintaining world peace and promoting common development).[footnoteRef:22]  [20:  “Foreign Policy: What Now?”, dalam http://www.ushistory.org/gov/11a.asp [Diakses 31 Juli 2016].]  [21:  Lihat Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945.]  [22:  “Main Characteristics of China’s Foreign Policy”, dalam http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/zgwjzc/ [Diakses 31 Juli 2016].] 

Selain pembahasan tentang perspektif, model-model analisis, dan tujuan/sasaran, studi-studi tentang politik luar negeri umumnya berisi elaborasi tentang orientasi politik luar negeri (foreign policy orientations), faktor-faktor yang menentukan politik luar negeri (determinants of foreign policy), teknik-teknik atau instrument untuk melaksanakan politik luar negeri (techniques or instruments of foreign policy), peran international yang dapat dimainkan suatu negara melalui politik luar negeri (national roles), strategi global dan wawasan dunia yang dimiliki suatu negara (global strategy and world view), proses pengambilan keputusan politik luar negeri (decision making process of foreign policy), dan sebagainya.  

C. DIPLOMASI (DIPLOMACY)
Terdapat banyak sekali definisi atau pengertian mengenai diplomasi. Secara leksikal, diplomasi (diplomacy) didefinisikan sebagai keterampilan (skill) dalam berhubungan dengan orang lain tanpa menyebabkan perasaan buruk,[footnoteRef:23] atau seni (art) berurusan dengan orang-orang dengan cara yang sensitif dan efektif, atau ilmu (science) melakukan negosiasi dengan pihak lain. Dalam konteks hubungan internasional, Oxford Dictionary memberi arti diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional dengan cara negosiasi. Diplomasi dapat pula diartikan sebagai profesi, aktivitas, atau keterampilan mengelola hubungan internasional, biasanya melalui perwakilan suatu negara di luar negeri.[footnoteRef:24] Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melaksanakan hubungan-hubungan resmi antar pemerintah dari negara-negara berdaulat, kadang-kadang juga hubungan negara berdaulat dengan negara-negara vassal.[footnoteRef:25] [23:  http://www.merriam-webster.com/dictionary/diplomacy [Diakses 2 Agustus 2016].]  [24:  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/diplomacy [Diakses 2 Agustus 2016].]  [25:  Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 1.] 

Hakikat diplomasi adalah kegiatan berkomunikasi diantara para diplomat professional yang mewakili negaranya masing-masing, di mana pada umumnya kegiatan itu dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Diplomasi dapat pula membahas isu-isu penciptaan perdamaian (peace-making), perdagangan, perang, ekonomi, budaya, lingkungan, dan HAM. Perjanjian-perjanjian internasional biasanya juga dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disahkan dalam forum lebih tinggi (misalnya KTT atau pertemuan tinngkat menteri). Dalam arti informal dan sosial, diplomasi adalah pekerjaan ysng penuh kebijaksanaan untuk mendapatkan keuntungan strategis atau menemukan solusi yang dapat diterima secara timbal balik atas suatu tantangan bersama, dengan menggunakan seperangkat ungkapan pernyataan yang sopan dan tidak konfrontatif.[footnoteRef:26]  [26:   https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy [Diakses 2 Agustus 2016].] 

Sebagai sebuah fenomena sosial, diplomasi merupakan peradaban manusia yang sudah sangat tua. Menurut Peu Ghosh, diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri sudah dapat ditemukan di era kuno (Yunani, China, Bizantium, dan Romawi).[footnoteRef:27]  Pada tahun 500 SM, misalnya, negara-negara kota di Yunani sudah mengembangkan sebuah sistem diplomatik yang kemudian sangat mempengaruhi pemikiran tentang diplomasi di era modern. Di China pada era Dinasti Zhou (1050-256 SM) juga telah melangsungkan kegiatan diplomasi untuk membangun sekutu. Bahkan, menurut para ahli sejarah, pada pertengahan abad ke-14 SM telah tercatat pelaksanaan hubungan diplomasi antara Mesir dengan beberapa negara Timur Dekat (yang kemudian dikenal para ahli sebagai ‘sistem internasional’ yang pertama).[footnoteRef:28]  [27:  Pue Ghosh, International Relations (New Delhi: PHI Learning Private Limited., 2015), hlm. 132.]  [28:  Lihat Lorna Lloyd, “Diplomacy”, dalam Martin Griffiths (ed.), Encyclopedia of International Relations and Global Politics (London: Routledge, 2005). ] 

Di era modern, Italia, Turki Ottoman, dan China dikenal sebagai negara-negara sesungguhnya (real states) yang pertama-tama mengabadikan lingkungan dan praktik diplomasi.[footnoteRef:29] Namun banyak textbooks HI menyebut bahwa asal-usul diplomasi yang terorganisir (organized diplomacy) bermula dari Kongres Wina 1815. Dalam kongres ini diantaranya disepakati berbagai prosedur, regulasi, dan representasi yang berkenaan dengan diplomasi antar negara. Salah satu kesepakatan tersebut diantaranya menyangkut empat kategori representatif (perwakilan diplomatik), yaitu: (1) duta besar dan utusan kepausan; (2) utusan luar biasa dan menteri-menteri berkuasa penuh; (3) minister resident; dan (4) kuasa usaha atau charge d’affairs.[footnoteRef:30] Kemudian hampir semua aspek tentang praktik diplomatik ditandatangani oleh 81 negara pada Konperensi Wina 1961 tentang Hubungan dan Kekebalan Diplomatik.  [29:  Lihat Mohammad Younus Fahim, “Diplomacy: The Only Legitimate Way of Conducting International Relations”, Disertasi Ph.D dalam Hubungan Internasional dan Diplomasi, Corllin University, California, 2010. ]  [30:  Harold Nicolson, Diplomacy (London: Oxford University Press, 1969), hlm. 14.] 

Sementara itu, sebagai sebuah sub-bidang studi, pokok bahasan diplomasi juga sudah cukup tua, malah lebih tua dari usia studi HI sendiri. Gottfried Leibniz dikenal sebagai orang pertama merilis karya akademik tentang diplomasi melalui bukunya berjudul Codex Juris Gentium Diplomaticus (1693). Kemudian pada abad ke-18, mulai banyak tulisan-tulisan mengenai diplomasi, terutama topik tentang diplomasi rahasia (secret diplomacy).[footnoteRef:31] Sebelum diakuinya studi HI sebagai sebuah disiplin akademis yang berdiri sendiri (1919), pokok bahasan mengenai diplomasi banyak dilakukan oleh para ahli sejarah dengan menekankan studi-studi tentang sejarah diplomasi. Beberapa ahli hukum internasional juga tertarik pada kajian tentang diplomasi, tetapi lebih membatasi diri pada aspek-aspek hukum diplomatik.   [31:  Lihat Karl Marx, Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century (New York: The Library of Alexandria, 1969).] 

Sebagai bagian dari studi HI, pokok bahasan diplomasi selain mengkaji tentang sejarah diplomasi dari berbagai negara, pada umumnya juga mengulas mengenai evolusi diplomasi (evolution of diplomacy) dan perubahan kakikat diplomasi (the changing nature of diplomacy), aktor-aktor dan birokrasi diplomasi (actors and bureaucracy of diplomacy),  fungsi-fungsi diplomasi (functions of diplomacy), jenis-jenis diplomasi (types of diplomacy), prosedur dan tata cara pelaksanaan diplomasi (procedures and the conduct of diplomacy), diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri (diplomacy as an instrument of foreign policy), hukum-hukum internasional tentang diplomasi (the international law of diplomacy), perbedaan diplomasi tradisional dan diplomasi baru (differences between traditional diplomacy and new diplomacy), serta berbagai konsep baru dalam diplomasi modern.
Sehubungan dengan terjadingan perubahan makna hubungan internasional (dari hubungan antar negara menjadi masyarakat global), kini telah mengalami perubahan hakikat dari diplomasi sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hal aktor, misalnya, kini kegiatan diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para diplomat professional yang mewakili pemerintah negaranya masing-masing. Andrew Cooper (et al) menyebutkan bahwa aktor-aktor diplomasi bukan hanya aktor-aktor politik (pejabat negara) dan birokrasi kementerian luar negeri, tetapi juga mencakup organisasi-organisasi internasional, media, pejabat-pejabat sektor finansial, dan masyarakat madani (civil society). Kemudian dalam hal jenis atau bentuk-bentuk diplomasi diperkenalkan istilah-istilah baru, seperti diplomasi kemanusiaan (humanitarian diplomacy), diplomasi publik (public diplomacy), diplomasi digital (digital diplomacy), dan diplomasi olahraga (sport diplomacy), disamping bentuk-bentuk diplomasi yang telah banyak dikenal, seperti diplomasi budaya (cultural diplomacy), diplomasi dagang (trade diplomacy), diplomasi keamanan (security diplomacy), diplomasi makanan (food diplomacy), diplomasi konperensi (conference diplomacy) dan sebagainya.[footnoteRef:32]   [32:  Lihat Andrew E. Cooper, Jorge Heine, dan Ramesh Thakur, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy (Oxford: Oxford University Press, 2013). ] 


D. KEAMANAN INTERNATIONAL (INTERNATIONAL SECURITY)
Studi keamanan dalam konteks global, atau sering disebut dengan studi keamanan internasional (international security studies) merupakan bagian (sub-discipline) dari studi HI. Peter Hough mendefinisikan HI sebagai studi tentang semua interaksi politik antar aktor-aktor internasional, yang meliputi negara-negara (diwakili oleh pemerintah), organisasi internasional (baik organisasi antar-pemerintah maupun non-pemerintah), dan individu swasta. Pokok bahasan keamanan internasional menaruh perhatiannya pada sebagian dari interaksi politik tersebut, yang secara khusus berkepentingan dengan pengelolaan keamanan para aktor.[footnoteRef:33]     [33:  Peter Hough, Understanding Global Security (London: Routledge, 2004), hlm. 2.] 

Sebagai sub-disiplin atau sub-bidang (sub-field) dari studi HI, pokok bahasan tentang keamanan internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat selama era Perang Dingin. Studi-studi yang dilakukan Thomas Schelling, Henry Kissinger, dan kebanyakan sarjana HI beraliran realis hampir semuanya menaruh perhatian pada isu-isu keamanan internasional. Di mata kaum realis, studi tentang keamanan internasional (begitu juga politik internasional) menempati posisi paling vital dalam studi HI. Banyak textbooks HI yang ditulis kaum realis isinya didominasi bahasan mengenai keamanan internasional dan politik internasional. Studi keamanan internasional begitu penting bagi studi HI, Sehingga Alan Collins menyebut studi keamanan internasional terletak di jantungnya studi HI (the study of international security lies at the heart of International Relations).[footnoteRef:34] [34:  Alan Collins (ed.), Contemporary Security Studies (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 1] 

Studi keamanan internasional tumbuh dari perdebatan mengenai bagaimana negara menghadapi ancaman internal dan eksternal setelah Perang Dunia II. Menurut Barry Buzan dan Lene Hansen, sejak Perang Dunia II telah muncul beberapa teori atau pendekatan yang berusaha membuat penjelasan yang komprehensif mengenai keamanan internasional, diantaranya realisme (dan neorealisme) , studi strategis (strategic studies), studi keamanan pasca-strukturalis (poststructuralist security studies), studi keamanan pasca-kolonial (postcolonial security studies), studi perdamaian (peace research), studi keamanan feminis (feminist security studies), studi keamanan kritis (critical security studies), keamanan manusia (human security), aliran Kopenhagen, dan konstruktivisme.[footnoteRef:35] Namun, banyak sarjana membagi berbagai teori atau pendekatan tersebut menjadi dua pendekatan besar saja, yaitu pendekatan keamanan tradisional (traditional security approach) dan pendekatan keamanan non-tradisional (non-traditional security approach).[footnoteRef:36]   [35:  Barry Buzan dan Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 35-37.]  [36:  Lihat Alan Collins (ed.), op. cit., hlm. 7.] 

Pendekatan tradisional mengenai keamanan internasional fokus pada aktor negara dan kapabilitas mereka untuk melindungi keamanan nasional (national security). Pendekatan ini mewakili pemikiran dari penganut realisme, studi strategis, dan studi perdamaian. Pendekatan keamanan tradisional lebih memberikan perhatian pada isu-isu keamanan konvensional, yang umumnya melibatkan kekerasan (violence) dan kerusakan (destruction), yang menimbulkan ancaman (threat) bagi suatu bangsa. Mereka mendefinisikan keamanan nasional sebagai kemampuan suatu negara untuk menahan agresi dari luar.[footnoteRef:37] Sebab itu yang dibahas oleh pendekatan tradisional biasanya berkaitan dengan isu-isu militer dan persenjataan, seperti perang antar negara, agresi/intervensi militer, pemberontakan, perang saudara, perlombaan senjata, dan sebagainya. Periode 1930-an hingga 1970-an disebut-sebut sebagai era dominasi pendekatan tradisional dalam studi keamanan internasional ini. [37:  Lihat Giacomo Luciani, “The Economic Content of Security”, dalam Journal of Public Policy, Vol. 8 No. 2 (1989), hlm. 151-173.] 

Memasuki dasawarsa 1990-an, pendekatan tradisional kurang mendapatkan tempat di kalangan komunitas studi keamanan internasional. Para pakar HI yang menspesialisasikan diri pada isu-isu keamanan internasional mulai menempuh pendekatan baru, yaitu pendekatan non-tradisional. Barry Buzan menyebut pendekatan keamanan non-tradisional ini sebagai pendekatan keamanan kritis (critical security approach), yang menekankan gagasan bahwa individu merupakan entitas penting bagi keamanan.[footnoteRef:38] Pemikiran lain yang dapat diklasifikasikan ke dalam pendekatan keamanan non-tradisional ini diantaranya konstruktivisme, studi keamanan pasca-strukturalis, studi keamanan pasca-kolonial, studi keamanan feminis, dan keamanan manusia.  [38:  Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era (Colshester, UK: ECPR Press, 2009).  ] 

Intinya, arus baru pemikiran di bidang keamanan internasional tersebut menaruh perhatian pada isu-isu keamanan non konvensional yang muncul setelah Perang Dingin, seperti masalah lingkungan hidup (global warming, polusi, pengikisan sumber-sumber daya), kemiskinan, terorisme, penyakit menular, masalah pengungsi dan migrasi, dan sebagainya. Gagasan keamanan non-tradisional berasumsi bahwa isu-isu non-konvensional tersebut merupakan masalah bersama seluruh negara dan untuk menanganinya diperlukan tindakan afirmatif yang bersifat kolektif. Selain itu, pendekatan keamanan non-tradisional  juga berorientasi pada keamanan individu, bukan state-centric oriented sebagaimana pendekatan realis (tradisional).
Menurut Emma Rothschild, apa yang terjadi sebenarnya bukan “perubahan”, melainkan “perluasan” makna konsep keamanan internasional.  Memasuki dekade 1990-an sedikitnya terjadi empat “perluasan” makna berkenaan dengan konsep keamanan internasional. Pertama, perluasan ke bawah (extended downwards), di mana konsep keamanan diperluas dari keamanan nasional (national security) menjadi keamanan kelompok (security of groups) atau keamanan individu (security of individuals). Kedua, perluasan ke atas (extended upwards), yakni perluasan dari konsep keamanan nasional menjadi keamanan lingkungan fisik supranasional, dari orientasi ke negara menjadi ke orientasi ke biosfir. Ketiga, perluasan secara horizontal (extended horizontally), di mana konsep keamanan diperluas dari keamanan militer menjadi keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, atau sering disebut keamanan manusia (human security). Keempat, memperluas sendiri (itself extended),  di mana mulai tumbuh tanggung jawab politik untuk memelihara keamanan, sehingga konsep keamanan berdifusi ke segala arah.[footnoteRef:39]   [39:  Emma Rothschild, “What is Security”, dalam Barry Buzan dan Lene Hansen, International Security: Widening Security (London: SAGE Publications Ltd., 2007), hlm. 2. ] 

Kecenderungan untuk memperluas (broadening) atau memperdalam (deepening) merupakan salah ciri khas dari para ahli keamanan non-tradisional. Mereka mengintrodusir konsep ‘keamanan manusia’ (human security) dan berpendapat bahwa obyek rujukan utama keamanan tidak harus negara, tetapi orang-orang secara individu, termasuk institusi dan kelompok. Richard Falk, misalnya, meyakini bahwa keamanan harus didefinisikan sebagai ‘negasi dari ketidakamanan yang secara khusus dialami oleh individu atau kelompok dalam situasi kongkrit.[footnoteRef:40] Ole waever juga mengatakan, keamanan bukan hanya pertahanan militer dari suatu negara, tetapi juga x dan y dan z –memiliki efek yang menguntungkan dari meluasnya ranah keamanan, sampai meliputi agenda sosial dan politik secara keseluruhan.[footnoteRef:41] [40:  Richard Falk, On Humane Governance: Toward a New Global Politics (Cambridge: Polity Press, 1995), hlm. 146.]  [41:  Ole Waever, “Securitization and De-securitization”, dalam Barry Buzan dan Lene Hansen, International Security: Widening Security (London: SAGE Publications Ltd., 2007), hlm. 68.] 

Selain konsep keamanan manusia atau keamanan individu, para penganut pendekatan keamanan non-tradisional juga memperkenalkan konsep ‘sekuritisasi’ (securitization). Bahasan lengkap mengenai sekuritisasi ini telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Konsep penting lainnya yang juga dihasilkan oleh para penganut pendekatan keamanan non-tradisional adalah komunitas keamanan (security community). Salah satu bentuk komunitas keamanan yang banyak dielaborasi oleh para ahli keamanan internasional adalah Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community –ASC).



E. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL   
Ekonomi politik internasional (international political economy) merupakan sub-bidang (sub-field) dari stud HI yang tergolong masih baru di Indonesia. Pokok bahasan ekonomi politik internasional (selanjutnya disingkat EPI) baru mulai dikembangkan agak serius di berbagai universitas yang memiliki program studi HI di pada paruh akhir dekade 1980-an. Menurut Jeffry Frieden dan Lisa Martin, EPI merupakan sebuah subdisiplin yang relatif baru dalam ilmu politik maunpun dalam studi HI.[footnoteRef:42] Di lingkungan studi HI, pokok bahasan EPI baru hadir sebagai sub-disiplin yang signifikan dan diperhitungkan eksistensinya mulai awal dekade 1970-an.[footnoteRef:43] EPI adalah sebuah sub-disiplin akademis yang menganalisis kaitan antara ekonomi dan hubungan internasional. Sebagai sebuah bidang interdisipliner, EPI melibatkan banyak disiplin akademis, mulai dari ilmu politik dan ekonomi, hingga sosiologi, sejarah, bahkan kajian budaya (antropologi). [42:  Jeffry Frieden dan Lisa L. Martin, “International Political Economy: Global and Domestic Interactions”, dalam http://www.schoolar.hardvard.edu/files/jfrieden/files/stateofdiscipline [Diakses 2 Agustus 2016].]  [43:  John Ravenhill, “International Political Economy”, dalam Christian Reus-Smit and Duncan Snidal, The Oxford Handbook of International Relations (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 538. ] 

Batas-batas EPI sebagai disiplin akademis sangat fleksibel, jika tidak dapat dikatakan penuh dengan ambiguitas. Kalau kita berusaha melacak literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan EPI, kita akan menemukan pengertian dan ruang lingkup yang beraneka ragam. Satu ahli dengan ahli lain cenderung memahaminya secara berbeda, bahkan perbedaan itu acapkali teramat tajam. Namun perbedaan atau perdebatan diantara para ahli EPI tersebut pada dasarnya tidak lepas dari status EPI sebagai studi interdisipliner. Meskipun perbedaan dan perdebatan –baik secara ontologi maupun epistemologi— masih terus berlangsung, para ahli dan pemerhati EPI telah mencapai pemahaman tunggal bahwa EPI pada dasarnya menyangkut kait mengait antara politik dan ekonomi. Fokus perhatian mereka adalah bagaimana kekuatan-kekuatan politik (negara, lembaga, pelaku individual dan sebagainya) membentuk atau mempengaruhi interaksi ekonomi, dan sebaliknya bagaimana efek dari interaksi ekonomi terhadap struktur atau proses politik.
Hampir semua sarjana EPI sepakat bahwa studi EPI membahas interaksi antara ekonomi dan politik di ranah global. Roger Tooze, misalnya, menggunakan istilah ‘ekonomi politik’ untuk mengacu kepada seperangkat masalah yang muncul dari interaksi antara aktivitas ekonomi dan politik.[footnoteRef:44] Begitu pula Frieden dan Lake mendefinisikan EPI sebagai sebuah studi tentang saling mempengaruhi (interplay) antara ekonomi dan politik dalam arena dunia.[footnoteRef:45] Secara umum, terminologi ekonomi mengandung makna sebagai sistem distribusi, produksi, dan penggunaan kekayaan (wealth); sementara politik merupakan seperangkat institusi serta aturan yang mengatur interaksi-interaksi ekonomi dan sosial.  Sarjana HI, Karen A. Mingst, memaknai EPI sebagai studi tentang hubungan timbal balik (interrelationship) antara politik dan ekonomi –secara khusus tentang tawar menawar politik (political bargaining) atas isu-isu ekonomi.[footnoteRef:46] Sedangkan menurut Robert Gilpin EPI merupakan hubungan parallel dan interaksi timbal balik antara “negara” dan “pasar” dalam dunia modern.[footnoteRef:47] [44:  Roger Tooze, “Perspectives and Theory: A Consumers’ Guide”, dalam Susan Strange, Paths to International Political Economy (London: George Allen and Unwin, 1984).]  [45:  Jeffry A. Frieden dan David A. Lake, International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth (New York: St. Martin’s, 2000), hlm. 1. ]  [46:  Karen A. Mingst, Essential of International Relations (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2004), hlm. 233.]  [47:  Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (New Jersey: Princeton University Press, 1987), hlm. 8-9.] 

Jadi mengacu pada pendapat beberapa ahli di atas, EPI pada hakekatnya adalah adanya interaksi antara faktor-faktor “pasar” dan unsur-unsur “negara”, antara proses “pertukaran” dan konsep “kewenangan”, antara “kekayaan” dan “kekuatan” suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. Studi EPI mempelajari bagaimana unsur-unsur “negara” (politik) mempengaruhi dinamika “pasar” (aktivitas ekonomi), atau sebaliknya bagaimana unsur-unsur negara (mekanisme dan proses politik) ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi. Akan tetapi Frieden dan Lake menambahkan bahwa EPI juga mengkaji mengenai interaksi antara faktor-faktor domestik dan internasional. EPI menaruh perhatian pada bagaimana hubungan antara ekonomi-politik domestik dengan kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Selain itu EPI juga memperhitungkan bagaimana interaksi antara negara-bangsa dan aktor-aktor non-negara (nation-states and non-state actor).[footnoteRef:48]   [48:  Jeffry A. Frieden dan David A. Lake, op. cit., hlm. 120.] 

Sebelum memasuki dekade 1970-an, EPI merupakan pokok bahasan yang agak diabaikan, baik oleh para sarjana maupun praktisi hubungan internasional. Namun pada awal dekade 1970-an hubungan internasional mulai berubah. Perkembangan ini  memaksa para sarjana dan pengambil keputusan (policy makers) lebih memberikan perhatian pada masalah-masalah ekonomi. Dominasi dan power Amerika Serikat (AS) yang telah dipertanyakan oleh sekutu-sekutunya di Barat, krisis harga minyak dunia akibat embargo OPEC 1973, hingga bencana Perang Vietnam dan gejolak ekonomi domestik telah mengikis hegemoni AS sejak Perang Dunia II. Saat itu tiba-tiba masalah ekonomi yang dihadapi AS seakan tampak  menjadi kendala dan hambatan bagi kebijakan-kebijakan domestik maupun luar negeri negara tersebut.  
Pada 1968, dalam sebuah bukunya yang berjudul Macroeconomic Policy Adjustment in Interdependent Economies, Richard Cooper telah menegaskan tentang perlunya koordinasi dan kerjasama antara negara di dunia karena  neraca pembayaran setiap negara  sangat rentan terhadap sejumlah besar guncangan dan gangguan.[footnoteRef:49] Analisis Cooper ini kemudian dielaborasi Robert Keohane dan Joseph Nye melalui buku mereka berjudul Power and Interdependence (1977). Apa yang dilakukan oleh kedua kolega Cooper di Harvard University itu menjadi karya akademik kedua mengenai interdependensi ekonomi serta implikasinya bagi hubungan internasional dan saat itu menjadi teks inti dalam pokok bahasan EPI di berbagai negara.  [49:  Richard Cooper dalam John Baylis dan Steve Smith, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (New York: Oxford University Press, 2001), hlm. 283.] 

Karya Cooper, Keohane dan Nye mengenai interdependensi ekonomi tersebut menegaskan bahwa era baru telah menyingsing dalam hubungan internasional. Secara khusus mereka mengusulkan bahwa hubungan internasional tidak bisa lagi semata-mata dipahami sebagai kompetisi geo-strategis antar negara untuk mencari kekuasaan. Isu-isu ekonomi, saluran-saluran baru komunikasi, dan pola-pola baru kerjasama, telah melahirkan politik dunia baru dimana ekonomi politik internasional dan institusi-institusi internasional memainkan sebuah peran penting. Studi-studi mengenai EPI sejak saat itu menjadi pokok bahasan yang menarik di banyak universitas terkemuka di dunia. Banyak sarjana HI yang juga mulai mengambil spesialisasi di bidang EPI.
Dalam praktek hubungan internasional, banyak masalah hanya bisa dipahami dengan mengintegrasikan disiplin ilmu ekonomi dan ilmu politik. Sebagai contoh, fenomena bangkitnya China sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang fantastis di sejumlah negara industri baru (NICs), bukan merupakan produk dari konsepsi dan kebijakan ekonomi liberal semata. Namun semua itu juga merupakan sinergi dari kepentingan-kepentingan dan kebijakan-kebijakan politik (state). Ada intervensi yang sangat kuat dari negara (state) di balik kebangkitan ekonomi China, Jepang, Korea, dan sejumlah negara middle-power seperti Malaysia, Argentina, India, Brazil dan sebagainya.[footnoteRef:50] Ini semua membuat EPI menjadi salah satu pokok bahasan yang makin vital dalam studi HI. Barangkali saat ini tidak ada satu pun universitas di dunia yang tidak mencantumkan EPI sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi HI mereka. [50:  Tentang peran state dalam sukses ekonomi China, lihat  satu tulisan Victor Nee, “Bottom-up Economic Development and the Role of the State”, Working Paper yang diterbitkan oleh Center for the Study for Economy & Society, Cornell University (USA). ] 

Selain mempelajari berbagai aliran pemikiran dan teori yang telah berkembang, pokok bahasan EPI umumnya juga mengkaji tentang topik-topik sistem ekonomi pasar, sistem moneter dan institusi keuangan global, politik perdagangan global, persetujuan-persetujuan perdagangan internasional, organisasi perdagangan dunia (WTO), eksisteni dan beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional (MNC), fenomena keterbelakangan dan ketergantungan ekonomi, globalisasi, dan berbagai dinamika ekonomi global.   

F. HUKUM INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LAW)
Hukum internasional (international law) adalah seperangkat aturan yang secara umum dianggap dan diterima sebagai mengikat (binding) dalam hubungan antara negara-negara dan antar bangsa. Hukum internasional berfungsi sebagai sebuah kerangka bagi praktik hubungan internasional yang stabil dan terorganisir.[footnoteRef:51] Menurut Lassa Oppenheim  hukum internasional adalah “nama untuk sekumpulan aturan kebiasaan dan konvensi yang dianggap mengikat secara hukum oleh negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama lain, dan kedudukan hukum ini tidak berada di atas negara manapun”.[footnoteRef:52] [51:  William R. Slomanson, Fundamental Perspectives on International Law (Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2011), hlm. 4-5.]  [52:  Lassa Oppenheim sebagaimana dikutip Peu Ghosh, op. cit., hal. 350.] 

Hukum internasional pada hakikatnya mengatur hubungan antar negara-negara merdeka. Meskipun sama-sama untuk mengatur hubungan-hubungan antar subyek hukum, hukum internasional memiliki perbedaan yang mendasar  dengan hukum nasional. Kalau hukum nasional memiliki kekuatan atau wewenang penuh untuk mengatur masyarakatnya, hukum internasional tidak demikian. Kepatuhan masyarakat internasional terhadap hukum internasional lebih ditentukan oleh kehendak mereka sendiri Masyarakat internasional adalah kumpulan dari negara-negara bangsa yang masing-masing mempunyai kedaulatan dan kepentingannya masing-masing.  
Sebagaimana diplomasi, pokok bahasan hukum internasional sudah lebih tua dari eksistensi studi HI itu sendiri. Dimulai pada abad ke-16, tulisan-tulisan dari para sarjana hukum ternama menjadi sumber identifikasi, pembiakan (propagation), dan pengembangan hukum internasional. Francisco de Vitoria, misalnya, menulis tentang aspek keadilan penaklukan Spanyol di Amerika yang diterbitkan pada 1557. Alberico Gentili (1598) dan Francisco Suarez (1612) melakukan elaborasi tentang doktrin perang yang adil (just war doctrine), dan membedakan hukum alam (jus natural) dengan hukum yang dipraktikkan negara-negara (jus gentium). Kemudian Hugo Grotius (1625) mempublikasikan sebuah buku berjudul De Jure Belli ac Pacis (hukum tentang perang dan damai). Berkat karyanya yang fenomenal ini, Hugo Grotius di kemudian hari dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”.[footnoteRef:53] [53:  Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, Introduction to International Relations: Power and Justice (New Delhi: Prentice-Hall of India, 1981), hlm. 230.] 

Pada abad ke-17 hingga 19, berbagai upaya masih dilakukan oleh para ahli hukum untuk mengkodifikasi hukum internasional. Misalnya, pada 1672 Samule Pufendorf menulis buku berjudul De Jure Naturae et Gentium (hukum alam dan negara), yang kemudian menjadikannya sebagai pionir aliran naturalis tentang pemikiran hukum. Lantas, pada 1863 Francois Lieber menyiapkan A Code for the Government of Armies yang digunakan selama Perang Perancis-Prussia (1870-1871). Pada 1868, Bluntschli juga membuat upaya-upaya yang komprehensif menuju kodifikasi hukum internasional. Pada 1872, David Dudley Field mengeluarkan Draft Outline of an International Code.  Sarjana hukum Italia, Pasquale Flore, pada 1899 menerbitkan sebuah kode yang mencakup berbagai bidang dari hukum internasional.[footnoteRef:54]  [54:  Peu Ghosh, op. cit., hlm., 258.] 

Pokok bahasan hukum internasional sangat dibutuhkan oleh studi HI pada periode awal kelahiran bidang studi ini. Seperti diketahui, aliran pemikiran yang mendominasi studi HI pada satu dasawarsa awal usinya adalah idealisme atau normativisme. Saat itu pemikiran-pemikiran tentang hukum internasional sangat dibutuhkan dalam upaya perwujudan perdamaian dunia (world peace). Salah satu asumsi yang mendasari pemikiran para idealis atau kaum normatif saat itu adalah bahwa perang atau konflik antar negara dapat dihindari apabila negara-negara terikat pada hukum internasional. Inilah yang menyebabkan pada dekade 1920-an dan awal 1930-an, studi-studi tentang hukum internasional berkembang pesat dalam komunitas studi HI di berbagai negara.
Meskipun periode pasca Perang Dunia ditandai adanya hegemoni pemikiran realis dalam studi HI dan studi-studi tentang hukum internasional agak diabaikan di lingkungan studi HI, ini tidak berarti era hukum internasional telah lewat. Pokok bahasan hukum internasional tetap penting dan masih menjadi salah satu core-subject dalam studi HI di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hanya saja, di era studi HI kontemporer pasca Perang Dingin, pemahaman para sarjana HI mengenai hukum internasional tidak mengarah pada tema-tema hukum yang legalistik-formalistik seperti yang dipelajari di lingkungan ilmu hukum. Hukum internasional di lingkungan komunitas HI lebih dimaknai dalam arti yang luas dan dinamis sebagaimana yang dianut kaum konstruktivis.
Sebagaimana diketahui bahwa kaum konstruktivis lebih menyukai penggunaan konsep norms (norma-norma) dan rules (aturan) sebagai pedoman perilaku para aktor internasional, dan jarang menggunakan istilah hukum internasional untuk maksud tersebut. Kalau hukum internasional selama ini selalu dimaknai sebagai seperangkat aturan yang bersifat rigid, fixed, dan given, di mata kaum konstruktivis ‘norma-norma’ internasional cenderung bersifat dinamis, fleksibel, dan terus berubah (continually changes) sesuai kepentingan dan identitas para aktor. Kepatuhan para aktor (termasuk negara-negara) terhadap norma-norma internasional tidak semata-mata didasarkan pada paksaan (coercion), melainkan juga tergantung pada faktor lain, yaitu kepentingan (interests) dari para aktor dan sejauhmana kekuatan legitimasi dari norma-norma tersebut.[footnoteRef:55]    [55:  Lihat Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 285-290.] 

Kendati demikian, pendekatan “klasik” tentang hukum internasional tetap masih menjadi perhatian para penstudi HI. Ada dua pendekatan “klasik” yang berkembang dalam hukum internasional, yaitu pendekatan naturalis (naturalist approach) dan pendekatan positivis (positivist approach).[footnoteRef:56] Para penganut pendekatan naturalis berpendapat bahwa semua hukum (termasuk hukum internasional) berasal dari Tuhan, dan mereka menyebutnya hukum Illahi yang superior. Hukum alam, pada gilirannya, dipandang sebagai penerapan yang setiap terhadap hukum Illahi. Mereka berasumsi bahwa terdapat prinsip-prinsip yang mendasar dan tak dapat diubah yang melampaui kehendak dan izin dari para penguasa dan yang memerintah dalam masyarakat manusia. Sebab itu, semua hukum dikembangkan oleh masyarakat telah diuji kesesuaiannya dengan hukum Illahi dan/atau hukum alam.   [56:  Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, op. cit., hlm. 231.] 

Sementara itu para penganut pendekatan positivis berpendapat bahwa tidak ada hukum yang melebihi dari apa yang subyek hukum setuju untuk terikat. Mereka menolak prinsip hukum yang “lebih tinggi” (hukum Illahi atau hukum alam), dan sesuatu dapat dianggap sebagai hukum internasional hanyalah aturan-aturan yang diadopsi melalui kesepakatan, baik melalui kebiasaan (custom) atau perjanjian (treaties), dari negara-negara berdaulat. Di sini, negara-negara dan individu-individu dibebaskan dari kepatuhan kepada prinsip-prinsip yang “lebih tinggi”. Sebab itu, hukum positivis ini sering mendapatkan kritikan sebagai hukum yang “tidak bermoral” dan lemah dalam aspek keadilan (karena keadilan manusia tidak akan bisa mendekati keadilan Tuhan).[footnoteRef:57] [57:  Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, ibid.] 

Selain membahas tentang pengertian-pengertian, sejarah perkembangan dan pendekatan-pendekatan klasik tersebut, perbedaan hukum internasional publik dan privat, pokok bahasan hukum internasional pada umumnya juga mengkaji tentang tema-tema seperti tujuan dan ruang lingkup hukum internasional (objectives and scopes of international law), subyek-subyek hukum internasional (the subjects of international law), sumber-sumber hukum internasional (the sources of international law), dan peranan hukum internasional (the role of international law). Seringkali pokok bahasan hukum internasional di lingkungan studi HI juga mengelaborasi tentang seluk-beluk hukum laut internasional dan hukum humaniter internasional.   

G. ORGANISASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL ORGANIZATION)
Organisasi internasional (international organization) pada umumnya dipahami sebagai sebuah organisasi yang didirikan melalui perjanjian atau instrument lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki personalitas hukum internasionalnya sendiri. Anggota organisasi internasional biasanya terdiri dari negara-negara, tetapi seringkali entitas lain juga dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.[footnoteRef:58] Organisasi internasional berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan urusan-urusan antar negara, namun keberadaannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan peranan dan kewenangan negara-negara di tingkat domestik maupun eksternal. Dengan kata lain, organisasi internasional bukan organisasi supranasional yang memiliki kewenangan di atas negara-negara. [58:  “International Organization: Introduction”, dalam http://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/ [Diakses 4 Agustus 2016].] 

Menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham, organisasi internasional adalah struktur kelembagaan formal yang melampaui batas-batas nasional yang diciptakan melalui perjanjian multilateral antar negara-bangsa. Tujuan organisasi internasional adalah untuk mendorong kerjasama internasional dalam bidang-bidang seperti keamanan, hukum, ekonomi, diplomasi, dan masalah sosial.[footnoteRef:59] Jan Klabbers menunjukkan tiga karakteristik dari organisasi internasional. Pertama, organisasi internasional biasanya dibuat oleh negara-negara atau pihak-pihak yang berwenang mewakili negara. Kedua, organisasi internasional dibentuk melalui sarana sebuah perjanjian. Ketiga, organisasi internasional minimal harus memiliki sebuah organ yang mempunyai kehendak yang berbeda dari kehendak dari negara-negara anggotanya.[footnoteRef:60] [59:  Graham Evans dan Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations (London: Penguin Books Ltd., 1998), hlm. 270.]  [60:  Jan Klabbers, An Introduction to International Institutional Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 9-13.] 

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai makna organisasi internasional, Theodore Couloumbis dan James Wolfe berusaha mendefinisikan organisasi internasional dalam tiga level berbeda, yaitu dari level tujuan, institusi, dan proses.[footnoteRef:61] Dari level tujuan, organisasi internasional dibentuk dalam rangka mencapai semua atau sebagian dari tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) pengaturan hubungan internasional khususnya melalui teknik-teknik penyelesaian sengketa antar negara-bangsa secara damai; (2) meminimalisasi, atau setidaknya mengontrol, konflik-konflik (perang) internasional; (3) mempromosikan kerjasama dan kegiatan pembangunan antar negara untuk kepentingan sosial dan ekonomi wilayah-wilayah tertentu atau kepentingan kemanusian pada umumnya; (4) pertahanan kolektif dari sekelompok negara-bangsa untuk menghadapi ancaman eksternal. [61:  Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe, op. cit., hlm. 252-255.] 

Dari level institusi, organisasi internasional dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu organisasi-organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi-organisasi non pemerintah (NGO). Dalam konteks ini, Couloumbis dan Wolfe berbeda dengan sejumlah pakar lain yang melihat organisasi internasional terbatas pada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah negara-negara (sementara NGO dibentuk tidak mengatasnamakan atau melibatkan negara-negara).[footnoteRef:62] Dalam level institusi, organisasi internasional juga didefinisikan dalam kerangka model pemerintahan dunia (world government) yang ideal dan heuristik yang kemungkinan akan dibuat suatu saat nanti. Seperti diketahui, selama berabad-abad telah dikembangkan banyak sekali rencana hukum dan kelembagaan yang membayangkan suatu transisi menuju pemerintahan dunia dari satu bentuk ke bentuk lainnya. [62:  Beberapa  definisi organisasi internasional yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa NGO tidak masuk dalam klasifikasi sebagai organisasi internasional.] 

Dari level proses, diketahui bahwa proses dalam organisasi internasional dapat digambarkan sebagai bentuk dasar regulasi global yang secara fundamental berbeda dari bentuk-bentuk lanjutan dari pemerintahan nasional yang memiliki klasifikasi khusus. Ada perbedaan yang besar antara pemerintahan nasional dan organisasi internasional. Subyek dari pemerintahan nasional adalah individu-individu, keluarga, desa-desa, kelas-kelas sosial, perusahaan-perusahaan, kota-kota, dan kelompok-kelompok nasional lainnya. Sedangkan subyek dari organisasi internasional kebanyakan adalah negara-negara yang diwakili oleh pemerintah mereka. Fungsi pemerintahan nasional biasanya lebih inklusif dan menembus jauh ke dalam kehidupan dan gaya para subyek. Sementara organisasi internasional memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap anggota-anggotanya.
Mengenai eksistensi organisasi internasional sebagai sebuah fenomena sosial  konon telah ada sejak era Yunani Kuno. Menurut Couloumbis dan Wolfe, sejumlah negara-kota di Yunani Kuno saat itu telah mengembangkan model pertama organisasi internasional yang bersifat general dan universal yang dikenal sebagai Amphictyonic League. Liga ini pada awalnya sebuah organisasi keagamaan dari 12 suku yang bertetangga, yang didirikan untuk tujuan perlindungan Candi Delphi. Fungsi organisasi ini secara bertahap meningkat mencakup perlindungan terhadap para anggotanya dari tindakan agresif, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar liga. Setiap delegasi mengirim dua orang delegasi dalam konperensi liga dan dua orang itu memiliki suara yang sama.[footnoteRef:63] [63:  Lihat William Smith, A History of Greece: From the Earliest Times to Roman Conquest (New York: Harper & Brothers, 1854).] 

Sebagaimana hukum internasional, pokok bahasan organisasi internasional mencapai puncak keemasannya, khususnya di lingkungan studi HI, pasca Perang Dunia I. Pendirian Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 10 Januari 1920 merupakan kontribusi substansial dari para sarjana dan praktisi hubungan internasional mengenai pentingnya organisasi internasional sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian dunia. Mulai saat itu studi tentang organisasi internasional berkembang pesat, khususnya di berbagai perguruan tinggi yang telah membuka program studi HI. Bahkan saat itu para mahasiswa HI secara khusus disiapkan untuk menduduki posisi-posisi diplomatik di organisasi LBB dan organ-organ pendukungnya. Sebab itu, studi HI kala itu hampir identik dengan studi tentang organisasi internasional.
Pada berbagai universitas, studi tentang organisasi internasional, pada umumnya membahas tema-tema seperti definisi dan ruang lingkup organisasi internasional, sejarah perkembangan organisasi internasional, tujuan dan fungsi organisasi internasional, jenis-jenis organisasi internasional, struktur dan birokrasi organisasi internasional, dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi internasional. Tetapi hampir sebagian besar waktu perkuliahan maupun isu buku teks tentang organisasi internasional menekankan pembahasan mengenai berbagai hal ihwal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan organ-organ yang dibentuknya seperti ILO, WHO, UNESCO, UNICEF, dan sebagainya.
Studi-studi organisasi internasional di era pasca Perang Dingin selain membahas tema-tema di atas, juga memberikan penekanan pada eksistensi institusi international (international institutions) dan rejim internasional (international regimes).[footnoteRef:64] Sejumlah sarjana memaknai institusi internasional sebagai seperangkat aturan (rules) yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku internasional. John Mearsheimer, misalnya, mendefinisikan institusi internasional sebagai seperangkat aturan yang menetapkan cara-cara di mana negara-negara harus bekerja sama dan berkompetisi satu sama lain.[footnoteRef:65] Sedangkan rejim internasional didefinisikan sebagai prinsip-prinsip,  norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang bersifat implisit maupun eksplisit di sekitar ekspekstasi para aktor yang bertemu di wilayah tertentu dari hubungan internasional.[footnoteRef:66]  [64:  Lihat Walter Carlnaes, Thomas Risse, dan Beth Simmons, Handbook of International Relations (London: SAGE Publication Ltd., 2002).  ]  [65:  John Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, dalam International Security, Vol. 19 No. 3 (1994/1995), hlm. 5-49.]  [66:  Lihat Stephen D. Krasner, International Regimes (New York: Cornell University Press, 1983).] 


H. KOMUNIKASI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COMMUNICATION)
Di lingkungan studi HI, pokok bahasan komunikasi internasional (international communication) juga dikenal dengan sebutan komunikasi global (global communication)[footnoteRef:67] atau komunikasi transnasional (transnational communication). Sebagai sebuah sub-disiplin dari studi HI, komunikasi internasional yang dimaksud dalam pengertian ini berbeda dengan komunikasi dalam bentuk diplomasi. Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, hakikat diplomasi adalah kegiatan ‘berkomunikasi’ diantara para diplomat yang mewakili pemerintah negaranya masing-masing. Namun, dalam diplomasi, kegiatan berkomunikasi dilakukan secara resmi oleh para diplomat dan mereka mewakili negaranya masing-masing. Sedangkan obyek kajian komunikasi internasional adalah berbagai proses komunikasi antar aktor HI yang melintasi batas-batas nasional.  [67:  Lihat Cees J. Hamelink, Global Communication (London: SAGE Publications Ltd., 2015), hlm. 1] 

Secara teori komunikasi, komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang komunikator (communicator) yang mewakili sebuah negara, untuk menyampaikan pesan (messages) yang terkait dengan kepentingan negaranya, kepada komunikan (communicant) yang mewakili negara lain. Sebagai sebuah sub-bidang studi, komunikasi internasional memfokuskan perhatian pada keseluruhan proses melalui mana data dan informasi mengalir melalui batas-batas negara.[footnoteRef:68] Subyek yang dieksplorasi bukan hanya aliran itu sendiri, tetapi juga struktur saat ini yang dibentuk para aktor yang terlibat di dalamnya, sarana yang digunakan, efek-efek, serta motivasi yang mendasarinya. [68:  Lihat Deddy Djamaludin Malik, Komunikasi Internasional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993). ] 

Secara sederhana, Cees Hamelink mendefinisikan komunikasi internasional sebagai komunikasi antara negara-negara (communication among states).[footnoteRef:69] Meskipun sejumlah ahli menyatakan bahwa eksistensi negara-bangsa telah berlalu, Hamelink mengakui bahwa negara masih merupakan realitas yang berkuasa dan merupakan agen masih kuat dalam memfasilitasi, mempromosikan, dan menghambat berbagai bentuk komunikasi yang melintasi perbatasan mereka. Sedangkan menurut Robert Fortner, komunikasi internasional adalah praktik komunikasi yang terjadi melintasi perbatasan internasional. Kebutuhan akan komunikasi internasional, menurut Fortner, adalah karena meningkatnya efek dan pengaruh globalisasi. Sebagai sub-disiplin, ruang lingkup komunikasi internasional berkaitan interaksi pemerintah dengan pemerintah (G to G), bisnis dengan bisnis (B to B), dan masyarakat dengan masyarakat (P to P) di tingkat global.[footnoteRef:70] Komunikasi internasional dapat mencakup dalam berbagai masalah, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. [69:  Cees J. Hamelink, ibid., hlm. 2.]  [70:  Robert S. Fortner, International Communication: History, Conflict, and Control of the Global Metropolis (Boston: Wadsworth Publishing Company, 1993). ] 

Dalam pandangan Katharine Sarikakis dan Leslie Shade, studi mengenai komunikasi internasional jarang yang mudah dipahami. Perkembangan komunikasi internasional selama ini merefleksikan masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat dunia pada umumnya, yang mempengaruhi kebudayaan dan komunikasi. Pada peringkat epistemologis, studi komunikasi internasional dianggap bagian dari studi HI, meskipun ini masih dianggap tidak sah oleh sejumlah ahli. Ada ahli yang mengatakan bahwa komunikasi internasional merupakan sub-disiplin dari ilmu komunikasi. Sementara beberapa ahli lain menilai bahwa tidak perlu ada lagi sub-disiplin komunikasi internasional, karena isu-isu komunikasi internasional telah dieksplorasi dan dipelajari oleh banyak disiplin ilmu.[footnoteRef:71]  [71:  Katharine Sarikakis dan Leslie Regan Shade, Feminist Intervention in International Communication: Minding the Gap (Maryland: The Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2008), hlm. 5.] 

Pokok bahasan komunikasi internasional pada umumnya menekankan pada masalah-masalah atau proses-proses di sekitar pembentukan opini publik. Sehingga dalam hal ini studi-studi mengenai media massa dan media-media komunikasi lainnya yang aktivitasnya memiliki dampak internasional, mendapatkan perhatian utama dari pokok bahasan komunikasi internasional. Para penstudi HI yang menekuni sub-disiplin komunikasi internasional ini pada umumnya mempunyai latar belakang yang memadai dalam ilmu komunikasi, atau pengalaman yang cukup di bidang industri komunikasi, atau setidaknya memiliki minat yang mendalam terhadap hal ihwal komunikasi.
Ali Mohammadi mengatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah sub-bidang studi yang sangat kompleks dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Studi komunikasi internasional mencakup isu-isu kebudayaan dan komodifikasi budaya (dari produk-produk budaya menjadi komoditas), penyebaran informasi dan penyiaran berita oleh kerajaan media di seluruh dunia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam proses-proses tersebut. Dalam konteks Tata Informasi Dunia Baru, misalnya, studi komunikasi internasional membahas masalah-masalah kekuatan dan proses teknologi, penyensoran, dan HAM. Sedangkan dalam konteks perhatiannya terhadap teknologi, studi komunikasi internasional mempelajari broadcasting satelit televisi dan peran negara-bangsa, serta kebebasan informasi dan teknologi itu sendiri.[footnoteRef:72] [72:  Ali Mohammadi, International Communication and Globalization: A Critical Introduction (London: SAGE Publications Ltd., 2005), hlm. 1.] 

Semula studi tentang komunikasi internasional kurang mendapatkan perhatian dari para ahli HI. Sub-bidang studi ini dianggap kurang menarik dan tidak memiliki relevansi langsung atau peran yang vital dalam proses-proses hubungan internasional. Tetapi dengan semakin meluasnya fenomena globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi, memaksa para penstudi HI untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap studi komunikasi internasional. Salah seorang sarjana HI yang dianggap sebagai pionir dan memberikan kontribusi besar bagi eksistensi pokok bahasan komunikasi internasional dalam studi HI adalah Karl Deutsch. Salah satu karya penting Deutsch dalam bidang komunikasi internasional berjudul “International Communication: The Media and Flows”.[footnoteRef:73]   [73:  Karl W. Deutsch, “International Communication: The Media and Flows”, dalam Public Opinion Quarterly, Vol. 20 No. 1 (1956), hlm. 143-160.] 

Bruce Russet dalam salah satu bukunya yang berjudul Karl W. Deutch: Pioneer in the Theory of International Relations, menyatakan bahwa tulisan-tulisan Deutsch banyak berkaitan dengan topik-topik yang sekarang menjadi bagian dari komunikasi internasional, seperti komunikasi sosial, sibernetika (cybernetics), sibernetika sosial, analisis sistem, dan pemodelan global.[footnoteRef:74] Tentu saja sebagai pakar HI, Deutsch juga menulis tema-tema tradisional dalam bidang HI, seperti soal perang dan damai, nasionalisme, integrasi Eropa, perlombaan sejata, dan sebagainya.  Bruce Russet sendiri juga dikenal sebagai seorang sarjana HI yang menaruh perhatian besar terhadap tema-tema komunikasi internasional.  [74:  Bruce Russet, Karl W. Deutch: Pioneer in the Theory of International Relations (New York: Springer, 2015). ] 

Sementara itu ruang lingkup pokok bahasan komunikasi internasional, menurut John Downing, mencakup tema-tema seperti proses-proses komunikasi internasional, teori-teori komunikasi internasional, perusahaan-perusahaan media global, kebijakan-kebijakan media global, arus berita global, komunikasi pembangunan, internet, arus komunikasi  non-hegemonik, perfilman dunia, hukum kekayaan intelektual, dan sebagainya.[footnoteRef:75] Sedangkan menurut Mehdi Semati, pokok bahasan komunikasi internasional meliputi tema-tema seperti komunikasi pembangunan, jurnalisme pembangunan, akses komunikasi global, hubungan internasional dan komunikasi, imperialisme media, perusahaan media transnasional, broadcasting radio dan televisi internasional, broadcasting dan propaganda, arus berita global, agen-agen berita internasional, arus data lintas batas, regulasi dan kebijakan komunikasi global, teknologi komunikasi internasional, dan sebagainya.[footnoteRef:76]  [75:  John D.H. Downing, “International Communication”, dalam Wolfgang Donsbach, The International Encyclopedia of Communication (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2008).]  [76:  Mehdi Semati (ed.), New Frontiers in International Communication Theory (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004).] 

  
I. KULTUROLOGI INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CULTUROLOGY)
Kulturologi (culturology) merupakan sebuah cabang dari disiplin ilmu sosial tertentu yang menaruh perhatian pada pemahaman ilmiah, deskripsi, analisis, dan prediksi mengenai sistem-sistem dan aktivitas budaya. Sub-disiplin ini merupakan jenis dari kajian budaya yang membahas praktik-praktik sosial yang berbeda yang dipelajari sebagai bagian dari sosiologi, etnologi, dan antropologi. Kulturologi  pertama kali diperkenalkan di Russia pada abad ke-19 dan 20 sebagai sebuah bidang studi interdisipliner. Tokoh-tokoh yang dikenal sebagai pionir kulturologi (dalam bahasa Russia: Культурология) adalah Yuri Lotman, Vyacheslav Ivanov, Vladimir Toporov, dan Yuri Rozhdestvensky.[footnoteRef:77]  [77:  World Heritage Encyclopedia, “Culturology”, dalam http://self.gutenberg.org/articles/culturology [Diakses 8 Agustus 2016].] 

Di lingkungan ilmu-ilmu sosial kontemporer, kata ‘kulturologi’ diciptakan oleh ahli antropologi asal Amerika, Leslie White, yang mendefinisikan kulturologi sebagai studi tentang kebudayaan dan sistem budaya. Menurut White, kultorologi dimaksukan sebagai upaya untuk memformulasi hukum-hukum perilaku dari dari sistem-sistem budaya secara umum.[footnoteRef:78] Sedangkan di lingkungan studi HI, Fabrice Rivault adalah sarjana pertama yang memformalkan dan mengusulkan kulturologi internasional (international culturology) sebagai sebuah sub-bidang (sub-field) dari studi HI. Kulturologi internasional dihadirkan untuk memahami sistem budaya global, serta berbagai sub-sistemnya, dan menjelaskan bagaimana variabel budaya berinteraksi dengan ekonomi dan politik berdampak terhadap masalah-masalah dunia (world affairs).[footnoteRef:79] [78:  Lihat Leslie White, The Evolution of Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome (New York: Routledge, 2016), hlm. xvi. ]  [79:  “Culturology”, dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Culturology [Diakses 8 Agustus 2016].] 

Bagi kebanyakan penstudi HI, khususnya di Indonesia, istilah kulturologi maupun kulturologi internasional barangkali masih asing di telinga. Namun, di negara-negara Eropa dan Amerika kulturologi internasional sudah banyak diajarkan di berbagai universitas yang memiliki program studi HI. Bahkan di beberapa universitas, misalnya di Universitas Nasional Ukraina dan Belarusian State University, sudah ada departemen (jurusan) tersendiri mengenai kulturologi. Di beberapa universitas lainnya, studi tentang kulturologi  dikemas dalam nama lain, misalnya hubungan antar budaya (inter-cultural relations), hubungan lintas budaya (cross-cultural relations), atau komunikasi antar budaya (inter-cultural relations), atau studi antar budaya (inter-cultural studies). 
Kulturologi internasional sebagai sebuah sub-bidang studi yang relatif baru di lingkungan studi HI yang bersifat interdisiplin dirancang guna melatih para mahasiswa untuk memahami, berkomunikasi, dan mencapai tujuan tertentu di luar budaya mereka sendiri. Pada tingkat praktis, kulturologi internasional maupun hubungan antar budaya melatih bagaimana melihat diri sendiri dan dunia melalui mata orang lain (through the eyes of another). Pokok bahasan ini dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa HI berinteraksi, baik dengan budaya yang mirip dengan budayanya sendiri (misalnya orang Jawa dengan orang Papua) maupun dengan budaya yang sangat berbeda dengan budayanya sendiri (contohnya orang Indonesia dengan Amerika). Dengan demikian, perbedaan budaya diharapkan tidak menjadi kendala bagi para mahasiswa dan sarjana HI untuk berinteraksi dan saling bekerjasama dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. 
Menurut Yu Xintian, dengan adanya revolusi teknologi dan globalisasi dalam segala bidang, intensitas hubungan antar negara di dunia telah mengalami peningkatan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Berakhirnya Perang Dingin juga telah mengakhiri permusuhan antara dua kubu di dunia dan memperkenalkan cara-cara baru dalam hubungan antar negara. Dalam tiga dekade terakhir, studi HI telah menjadi disiplin yang paling cepat berubah, paling maju, dan paling menarik. Teori-teori HI arus utama telah mengalami perubahan cepat, yang semula mengabaikan peran budaya kini memberikan perhatian yang sangat besar pada penelitian-penelitian mengenai budaya dalam politik dunia. Bahkan lebih maju lagi, beberapa teori HI kontemporer telah mengajukan proposisi bahwa budaya membentuk hubungan internasional (culture constructing international relations).[footnoteRef:80]  [80:  Yu Xiantian, Cultural Factors in International Relations (Shanghai: Shanghai Institute of International Studies, 2004), hlm. 9.] 

Pada tingkat akademis, kulturologi internasional adalah sub-bidang dari studi HI yang memberikan perhatian besar pada faktor budaya dalam penelitian masalah-masalah internasional. Yu Xintian menyebut kulturologi internasional sebagai penelitian budaya dalam hubungan internasional. Pentingnya penekanan pada aspek budaya dikarenakan banyak fenomena internasional yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan sudut pandang geopolitik dan geoekonomi. Melalui teori-teori kulturologi, para penstudi HI diharapkan setidaknya menjadi lebih kondusif dalam memahami kompleksitas hubungan internasional melalui perkembangan atau dinamika dalam kebudayaan dan hubungan-hubungan lintas budaya.[footnoteRef:81] [81:  Yu Xiantian, ibid., hlm. 13.] 

Penelitian tentang aspek-aspek kebudayaan, menurut Yu Xiatian, penting dalam studi HI, karena sedikitnya dapat membantu kita memahami hal-hal sebagai berikut. Pertama, kita dapat memahami orientasi nilai budaya (orientation of cultural values) dari negara-negara lain. Dengan meneliti kebudayaan secara menyeluruh kita dapat menilai perilaku dan keyakinan tidak selalu dari dari standar yang abstrak dan absolut. Setiap standar perilaku memiliki subyektivitas, relativitas, dan keabadiannya masing-masing, sekaligus juga mempunyai obyektivitas, keabsolutan, dan keserentakannya sendiri-sendiri.
Kedua, membantu kita mengkonstruksi hubungan internasional yang didasarkan atas sikap saling memahami dan saling mengakui budaya pihak lain. Hubungan internasional saat ini masih diwarnai oleh kurangnya rasa saling percaya antar bangsa. Diantara banyak alasan saling mencurigai dan meragukan, kesalahpahaman adalah salah satu yang mendasar. Ketika suatu negara mencurigai negara lain akan berbuat jahat, seringkali diakibatkan oleh kesalahan pemahaman budaya. Penelitian-penelitian tentang kebudayaan akan membantu memperdalam pemahaman kita terhadap budaya lain dan sekaligus memberikan pengakuan atas eksistensi budaya tersebut.
Ketiga, pemahaman terhadap budaya lain akan membuat kita lebih toleran terhadap budaya tersebut. Dengan memahami kekuatan budaya lain akan membantu kita dalam menghilangkan prasangka etnis dan budaya yang sering menceraiberaikan umat manusia. Kesalahpahaman budaya, berupa prasangka etnis dan budaya, biasanya disebabkan oleh jarak geografis; perbedaan dalam ukuran etika, moral, dan nilai; divergensi dalam konsep sosial dan politik; perbedaan dalam adat dan kebiasaan; perbedaan yang disebabkan dalam proses penyebaran budaya; dan kesalahan dalam penilaian diantara penerima budaya. Tetapi yang lebih parah, kesalahpahaman tersebut sering disebabkan oleh propaganda jahat dan sentralisme etnis. Dengan saling belajar dari budaya lain, tidak akan kebutuhan untuk meragukan toleransi budaya.
Dengan demikian, pokok bahasan kulturologi internasional memiliki peran penting sekali untuk memahami hubungan internasional kontemporer, sekaligus untuk membangun sistem internasional yang baru yang didasarkan pada prinsip persamaan derajat, saling mengakui dan menghormati eksistensi pihak lain. Dalam istilah Mohamed Galal, pokok bahasan kulturologi internasional dapat membantu mengeliminasi kesalahpahaman budaya, dan pada gilirannya diperlukan untuk mempromosikan berbagai konsensus dalam hubungan internasional.[footnoteRef:82]     [82:  Mohamed Noman Galal, “Cultural Misunderstanding and the Need to Promote Consensus in International Relations”, dalam Yu Xiantian, ibid., hlm. 161.] 


J. STUDI WILAYAH (REGIONAL STUDIES) 
Pokok bahasan studi wilayah atau studi kawasan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan regional studies, sudah sangat populer di kalangan penstudi HI. Hampir di semua universitas yang memiliki program studi HI, baik di dalam maupun di luar negeri, pasti ada pokok bahasan atau mata kuliah tersendiri yang mengkaji mengenai kawasan tertentu di dunia ini, misalnya Studi Wilayah Asia Tenggara (South East Asian Studies), Studi Wilayah Eropa (European Studies), Studi Wilayah Timur Tengah (Middle East Studies), Studi Wilayah China (Chinese Studies), dan sebagainya. Beberapa universitas memberi nama studi wilayah dengan ‘dinamika kawasan’, misalnya Dinamika Kawasan Asia-Pasifik, Dinamika Kawasan Amerika Latin, dan seterusnya. Ada pula menyebut studi wilayah dengan nama ‘hubungan internasional’, contohnya Hubungan Internasional di Asia-Selatan, Hubungan Internasional di Afrika,[footnoteRef:83] dan lain-lain.    [83:  Lihat Kurikulum Program Studi Ilmu HI Universitas Indonesia, dalam http://sap.ui.ac.id/ [Diakses 7 Agustus 2016].] 

Dalam konteks ini, studi wilayah merupakan sub-bidang atau salah satu pokok bahasan dalam studi HI. Namun, sebagai sub-bidang akademis, banyak pakar menyebut bahwa studi wilayah itu sendiri sebenarnya dapat dianggap sebagai sebuah subyek interdisipliner (interdisciplinary subject). Dengan kata lain, studi wilayah berusaha  membahas sebuah kawasan tertentu di dunia dengan menggunakan pendekatan lintas disiplin di mana berbagai faktor (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya) dipertimbangkan dalam hubungan timbal balik antar negara di kawasan tersebut. Asumsinya, satu disiplin tunggal dianggap tidak efektif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu kawasan
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